




KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian hasil penelitian yang dilakukan terhadap 
pembinaan PNS di Provinsi Papua 
1. Mekanisme pembinaan pegawai negeri sipil di Provinsi Papua. 
Mekanisme pembinaan pegawai negeri sipil di Provinsi Papua setelah 
berlakunya Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara, dilakukan dengan sosialisasi undang-undang atau 
peraturan yang menyangkut kepegawaian dan disiplin PNS. Sosialisasi 
mengenai pearaturan tentang kepegawaian ini dilakukan agar pegawai 
ASN di provinsi papua mengetahui mengenai peraturan yang baru, hal 
ini juga menyakut dengan pengelolaan SDM Aparatur Sipil Negara. 
Sosialisasi dilakukan agar Pegawai Negeri Sipil pembinaan yang 
dilakukan berdasarkan pada manajeman ASN, meskipun pada 
kenyataan tidak semua dilakukan,yang dilakukan hanya lebih disiplin 
pegawai negeri sipil di Provinsi Papua. 
2. Kendala – kendala yang di hadapi dalam melakukan pembinaan PNS.  
Kendala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan PNS di provinsi 
papua adalah Disiplin PNS,pengelolaan sumber daya manusia aparatur 
sipil negara yang perlu di tingkatkan.  





Tidak dapat memberikan sanksi bagi pegawai negeri sipil yang 
melanggar sanksi disiplin, karena pengaruh hukum adat yang 
masih kuat, sehingga sanksi yang seharusnya dijatuhkan bagi 
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak bisa di lakukakan.  
b. Badan Kepegawaian Daerah 
Kurang adanya koordinasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, 
mengenai PNS yang tidak masuk kerja, sehingga Peraturan 
Pemerintah  nomor 53 tahun 2010 mengenai disiplin PNS ini tidak 
dapat berjalan dengan semestinya. Yang membawa dampak buruk 
bagi pelayanan masyrakat. 
c. Biro Organisasi Dan Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara 
Kendala-kendala yang dihadapi ini, karena mekanisme pembinaan 
yang masih kurang efektif, pemerintah Provinsi Papua harus lebih 
aktif lagi dalam menanggapi masalah yang ada, karena jika 
masalah ini dibiarkan maka akan berdampak buruk bagi 
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 
3. Upaya-upaya yang dilakukan 
Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam 
mekanisme pembinaan  Pegawai Negeri Sipil Di Provinsi Papua, dari 
BKN, BKD, Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Sipil 
Negara berkerja sama untuk mengatasi permasalahan yang ada, 




dengan peningkatan disiplin lebih memperjelas mengenai sanksi 
disiplin PNS. 
B. SARAN 
Berdasarkan kesimpulan diatas, meka penulis memberikan saran yaitu ; 
1. Pembinaan yang dilakukan oleh BKN, BKD dan Biro Organisasi dan 
Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara  Provinsi Papua sudah bagus, 
akan lebih baik jika didalam pembinaan dapat menerapkan seluruh 
manajemen Pegawai Negeri.Agar pegawai negeri sipil di Provinsi 
Papua dengan cepat menyesuaikan Undang-Undang ASN . 
2. Dalam pemberian sanksi dari BKN dan BKD perlu lebih tegas agar 
bagi PNS yang melanggar dapat memiliki kesadaran yang lebih agar 
pegawai negeri sipil di Papua dapat memiliki rasa jera, sudah saatnya 
papua bangkit dari ketertinggalan-etertinggalan hal ini dapat 
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